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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana Proses Pemberian Grasi
Terhadap Seorang Terpidana dan bagaimana
Kedudukan Hukum Tentang Kewenangan
Pemberian Grasi apabila diperhadapkan dengan
Kekuasaan Kehakiman vyang Bebas dan
Merdeka. Dengan menggunakan metode
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
Pemberian Grasi oleh Presiden menimbulkan
implikasi hukum terhadap terpidana yang
mengajukan permohonan grasi. Keputusan
yang diambil oleh Presiden, baik yang bersifat
menolak maupun mengabulkan permohonan
grasi, tidak akan memperberat pidana yang
diputus pengadilan. Terpidana yang
mendapatkan Grasi akan merasakan kebebasan
karena dapat keluar secepatnya dan bebas dari
segala kewajiban menjalani pidana yang
dijatuhkan padanya. Implikasi hukum yang
paling berat yang diterima oleh terpidana
adalah grasinya ditolak oleh Presiden, sehingga
terpidana tepap harus menjalani pidana sesuai
dengan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap. 2. Dari proses alur
permohonan grasi tersebut, diketahui bahwa
Presiden telah diberikan kewenangan secara
konstitusi yang melekat selama masa
jabatannya dalam memberikan pengampunan
yakni grasi. Kewenangan grasi merupakan suatu
kewenangan tidak tak terbatas. Adanya
prosedure dalam pengajuan grasi
mengindikasikan bahwa seorang presiden
sekalipun memiliki kewenangan, maka Presiden
juga diawasi dalam tindak tanduknya dalam
menetapkan suatu aturan yang berkaitan
dengan hajat hidup orang.

Kata kunci: Analisis Hukum, Pemberian Grasi,
Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas dan
Merdeka.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penulisan

Putusan pemidanaan yang dapat
dimohonkan Grasi menurut Pasal 2 Ayat (2)
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang
Grasi adalah putusan pidana mati, pidana
penjara seumur hidup, dan pidana penjara
paling rendah selama 2 (dua) tahun. Hal ini
berbeda dengan yang dinyatakan dalam Pasal 3
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Permohonan Grasi dan Peraturan Pemerintah
Nomor 67 Tahun 1948 tentang Permohonan
Grasi, bahwa semua jenis pidana dapat
dimohonkan Grasi.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dipegang
oleh Mahkamah Agung serta peradilan
dibawahnya yaitu, Peradilan Umum, Peradilan
Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan
Militer, dan Mahkamah Kosnstitusi.
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui
peradilan dilaksanakan semata-mata untuk
menegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan
hal tersebut maka hakim sebagai bagian dari
kekuasaan kehakiman haruslah memutus suatu
perkara didasarkan atas prinsip penegakan
hukum dan prinsip keadilan.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan
yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah
hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim
melalui putusan putusannya. Bagaimanapun
baiknya segala peraturan perundang-undangan
yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam
usaha menjamin keselamatan masyarakat
menuju  kesejahteraan rakyat, peraturan-
peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila
tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas
yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang
bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu
unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari
kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang
mempunyai kewenangan dalam peraturan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui
putusannya.’

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena
jabatannya dalam persidangan perkara pidana
yang terbuka untuk umum setelah melakukan
proses prosedural hukum secara pidana pada
umumnya berisikan amar pemidanaan atau

3Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam
Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika: Jakarta, him.
102.
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bebas atau pelepasan dari segala tuntutan
hukum dalam bentuk tertulis dengan tujuan
penyelesaian perkaranya.’

Keputusan hakim atau yang disebut dengan
keputusan pengadilan adalah keputusan yang
diambil secara idividu bebas dan merdeka
tanpa adanya campur tangan atau intervensi
dari lembaga-lembaga negara yang lain sesuai
dengan prinsip dasar konstitusi dalam Pasal 24
ayat (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan.”

Dalam suatu Negara hukum vyang
demokratis kekuasaan harus dibatasi dan
konstitusilah merupakan media yang tepat
dalam membatasi kekusaan dalam suatu
Negara.® Konstitusi itu dibentuk dengan
maksud  supaya penyelenggara  Negara
mempunyai arah yang jelas dalam menjalankan
kekuasaanya.’

Permasalahan pemberian Grasi terhadap
seorang terpindana dapat mempengaruhi rasa
kedilan, serta kewibawaan Lembaga Pengadilan
dimana sebagai tempat pencari keadilan dan
untuk menegakan keadilan yang berdasarkan
ketuhanan sehingga sangat beralasan bagi
penulis untuk mengangkat penulisan skripsi ini
dalam pendekatan akademik. Yang berjudul
Analisis Hukum Tentang Pemberian Grasi
Terhadap Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas
dan Merdeka Ditinjau Dari Pasal 24 Undang-
Undang Dasar 1945.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Pemberian Grasi
Terhadap Seorang Terpidana?

2. Bagaimana Kedudukan Hukum Tentang
Kewenangan Pemberian Grasi apabila
diperhadapkan dengan Kekuasaan
Kehakiman yang Bebas dan Merdeka?

C. Metode Peneltian

Penelitian hukum normatif atau penelitian
kepustakaan yang mengkaji studi dokumen,
yakni menggunakan berbagai bahan hukum

“Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum
Acara Pidana Indonesia (prespektif, Teoritis, Praktik,
Teknik Membuat, dan Permasalahannya), PT Citra Aditya:
Bandung. 2010, him 129.

>Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

®Ibid, him. 9.

"Bachtiar. Loc.cit.

primer dan data sekunder seperti peraturan
perundang-undangan, keputusan pengadilan,
teori hukum, dan dapat berupa pendapat para
sarjana.  Penelitian  jenis  normatif ini
menggunakan analisis kualitatif yakni dengan
menjelaskan data-data yang ada dengan kata-
kata atau pernyataan bukan dengan angka-
angka.?

PEMBAHASAN
A. Poses Pemberian Grasi Terhadap Seorang
Terpidana.
Alasan pemberian grasi yang telah
ditentukan secara normatif adalah

kemanusiaan dan keadilan tetapi untuk kasus
korupsi, narkotika, atau tindak pidana khusus
lainnya sungguh sangat tidak wajar bila kepada
mereka diberikan grasi. Seperti dalam kasus
Syaukani dan Corby, banyak pertanyaan yang
timbul dari pemberian grasi keduanya yang
belum dapat terjawab karena memang tidak
ada diatur secara tertulis dalam undang-undang
grasi. Dengan alasan sakit, sebenarnya siapakah
yang ditunjuk secara resmi untuk menentukan
sakit atau tidaknya terpidana, apakah dokter
yang memeriksa memang sudah ditentukan
secara independen. Pertanyaan lainnya siapa
pula yang berhak menentukan alasan
pengajuan permohonan grasi. Oleh karena
banyak kejanggalan dan ketidakwajaran dalam
pemberian grasi kepada terpidana extra
ordinary crime  hendaknya  pengaturan
mengenai alasan pemberian grasi terhadap
terpidana tersebut harus diperketat.

Pihak-pihak  yang ingin  mengajukan

permohonan grasi kepada Presiden harus
memenubhi syarat yaitu:

1. Permohonan grasi hanya dapat diajukan
oleh terpidana vyang dijatuhiputusan
pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;

2. Permohonan grasi hanya dapat diajukan
oleh terpidana yang dijatuhi:

a. pidana mati;

b. pidana penjara seumur hidup;

c. pidana penjara peling rendah 2 (dua)
tahun;

Pihak-pihak yang dapat mengajukan

permohonan grasi adalah antara lain sebagai
berikut:

8nttps://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-

normatif-adalah/.

44


https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/
https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/

1. Terpidana
Pasal 6 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002
menyebut terpidana berada dalam
urutan pertama untuk mengajukan
permohonan grasi.

2. Kuasa Hukum
Dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan juga
bahwa kuasa hukum dapat mengajukan
permohonan grasi dan terpidana harus
memberi surat kuasa khusus terlebih
dahulu kepada kuasa hukumnya untuk
mewakilinya mengajukan grasi.

3. Keluarga Terpidana
Keluarga terpidana juga dapat
mengajukan permohonan grasi. Tidak
seperti kepada kuasa hukum, keluarga
dapat mengajukan tanpa harus surat
kuasa melainkan ada syarat lainnya yaitu
terlebih  dahulu  harus  mendapat
persetujuan dari terpidana. Penjelasan
Pasal 6 ayat (2) menjelaskan mengenai
siapa yang dimaksud keluarga terpidana
yaitu:

a. lIstri atau suami,

b. Anak kandung,

c. Orang tua kandung, atau

d. Saudara kandung terpidana.
Permohonan grasi dapat diajukan oleh
terpidana mati tanpa persetujuan
terpidana dalam hal terpidana dijatuhi
pidana mati.

4. Menteri Hukum dan HAM Pasal 6A UU
No. 5 Tahun 2010 memberi wewenang
kepada Menteri Hukum dan HAM untuk
meneliti dan melaksanakan pengajuan
permohonan grasi.

Bahwa dalam Prosedur pengajuan
permohonan grasi dimulai dengan
pemberitahuan hak mengajukan grasi
kepada terpidana oleh hakim atau hakim
ketua sidang yang memutus perkara
pada tingkat pertama. Pengajuan grasi
dapat diajukan oleh terpidana yang
dijatuhi pidana mati, penjara seumur
hidup dan penjara paling rendah 2 (dua)
tahun.

Pengajuan permohonan grasi diajukan
secara tertulis oleh terpidana dan
sitandatangani sendiri oleh terhukum
atau atas namanya kepada Presiden.

Pengajuan permohonan hanya dapat

diajukan 1 (satu) kali dan diberikan batasan
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waktu yaitu paling lama diajukan dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun sejak putusan
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002
menyebutkan  bahwa, Presiden  berhak
mengabulkan atau menolak permohonan grasi
yang  diajukan  terpidana  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat
pertimbangan dari Mahkamah Agung'. Hak
Presiden untuk mengabulkan atau menolak
permohonan grasi disebut dengan hak
prerogatif Presiden. dimana hak Prerogatif
tersebut merupakan hak khusus yang diberikan
oleh konstitusi kepada Presiden.

Dalam pandangan Jimly  Asshidigie,
pemberian grasi wajib ada pertimbangan dari
Mahkamah Agung, meskipun isinya tidak
mengikat. Namun di sini Presiden perlu
memberikan penjelasan yang dijadikan alasan
dalam memberikan grasi tersebut sehingga
tidak menimbulkan kontroversi.’

Salinan permohonan grasi disampaikan
kepada pengadilan yang memutus perkara
pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri)
untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
Permohonan grasi dan salinannya dapat
disampaikan  terpidana  melalui  Kepala
Lemabaga Permasyarakatan tempat terpidana
menjalani pidana. Setelah itu Kepala Lembaga
Permasyarakatan menyampaikan permohonan
grasi kepada Presiden dan salinannya
dikirimkan kepada pengadilan yang memutus
perkara pada tingkat pertama paling lambat 7
(tujuh) hari terhitung sejak diterimanya
permohonan grasi dan salinannya.™

Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya salinan permohonan dan berkas
perkara, Mahkamah Agung harus mengirimkan
pertimbangan tertulis kepada Presiden.
Presiden memberikan keputusan atas
permohonan grasi setelah memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan
Presiden dapat berupa penerimaan dan
penolakan grasi. Jangka waktu pemberian atau
penolakan grasi paling lambat 3 (tiga) bulan

9Jimly Asshiddigie. Op.Cit., him. 53.

%/ ihat Pasal 8 ayat (5) PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
49 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN
PERMOHONAN GRASI
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terhitung sejak diterimanya pertimbangan
Mahkamah Agung. **

Keputusan Presiden disampaikan kepada
terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14
(empat belas) hari  terhitung  sejak
ditetapkannya Keputusan Presiden. Salinan
Keputusan Presiden disampaikan kepada:*

a) Mahkamah Agung;

b) Pengadilan yang memutus perkara pada

tingkat pertama;

c) Kejaksaan negeri yang menuntut perkara

terpidana; dan

d) Lembaga Permasyarakatan  tempat

terpidana menjalani pidana.

B. Kedudukan Hukum Tentang Kewenangan
Pemberian Grasi Apabila Diperhadapkan
Dengan Kekuasaan Kehakiman yang Bebas
dan Merdeka
Dalam rangka pengaturan lebih lanjut hal-

hal yang terkait grasi sebagaimana telah

ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Pemerintah dan DPR telah

mengeluarkan UU No. 22 Tahun 2002 jo UU No.

5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No.

22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Bahwa dalam

Undang-Undang grasi ini diatur mengenai

prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata

cara pengajuan dan penyelesain permohonan
grasi.

Ketentuan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002
menyebutkan  bahwa, Presiden  berhak
mengabulkan atau menolak permohonan grasi
yang  diajukan  terpidana  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat
pertimbangan dari Mahkamah Agung'. Hak
Presiden untuk mengabulkan atau menolak
permohonan grasi disebut dengan hak
prerogatif Presiden. Yang mana hak Prerogatif
tersebut merupakan hak khusus yang diberikan
oleh konstitusi kepada Presiden.

Hak prerogatif adalah hak kepala negara
untuk mengeluarkan putusan atas nama negara
bersifat final, mengikat dan memiliki kekuatan
hukum tetap. Hak prerogative merupakan hak

Y ihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010
Tentang Grasi.

2/ ihat Pasal 17 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
GRASI.

tertinggi vyang tersedia dan disediakan
konstitusi bagi kepala negara.”® Menurut Black
Law Dictionary “prerogativa is an exclusive
rights power, privilege or community usually
acquired by virtue office.* Yang artinya,
prerogatif adalah suatu kewenangan istimewa,
yang diutamakan, atau suatu kewenangan
mengikat yang ditentukan oleh moral suatu

negara.
Sistem Pemerintahan Republik Indonesia
menganut sistem Presidentiil. Itu berarti

Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung
oleh rakyat (Pasal 6A Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan
tidak lagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR).”  Dalam  sistem  Pemerintahan
Presidentil ini terdapat hak prerogatif Presiden
sebagai Kepala Negara dan Kepala
Pemerintahan. Namun, karena kuatnya otoritas
yang dimiliki Presiden, timbul persoalan
sehinga kecendrungan terlalu kuatnya otoritas
dan kekuasaan di tangan Presiden diusahakan
untuk dibatasi.

Pembatasan kekuasaan Presiden tersebut
dilakukan dengan adanya Perubahan terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dimana salah satu
perubahan itu terjadi pada kekuasaan Presiden
di  bidang yudisial, berkaitan dengan
kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi.
Grasi sebenarnya bukanlah upaya hukum,
namun merupakan hak Kepala Negara untuk
memberikan pengampunan kepada warganya
yang dijatuhi putusan oleh pengadilan.
Pemberian Grasi oleh Presiden selaku Kepala
Negara bukan sebagai Kepala Pemerintahan
(Eksekutif) atau yudikatif, tetapi merupakan
hak prerogatif Presiden untuk memberikan
pengampunan.'®

Menurut ketentuan Pasal 14 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sebelum perubahan, Presiden
mempunyai kewenangan untuk memberikan
Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.
Namun, setelah perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hendarmin Ranadireksa. 2009. Visi Bernegara Arsitektur
Konstitusi Demokratik, Bandung, him. 198.

“prerogative” The Free Dictionary http:legal
dictionary.thefreedictionary.com/prerogative, diunduh
tanggal 16 November 2018 pukul 12.00 Wita.
15SahetapyJ.E. Op.Cit., him. 320.

Ibid., him. 332.
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yang pertama, ketentuan tersebut sedikit
mengalami  perubahan, vyaitu dalam hal
memberi Grasi dan Rehabilitasi, Presiden
memperhatikan  pertimbangan = Mahkamah
Agung, dan dalam hal memberi Amnesti dan
Abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan
DPR.”Y

Dalam Praktiknya setiap permohonan Grasi
harus disertai dengan pertimbangan
Mahkamah Agung, karena Grasi mengenai atau
menyangkut putusan hakim.*®

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002
tentang Grasi merupakan pengganti dari
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Permohonan Grasi yang dibentuk pada masa
pemerintahan Republik Indonesia Serikat,
sehingga saat ini tidak sesuai lagi dengan sistem
ketatanegaraan Indonesia dan substansinya
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
kebutuhan tata hukum Indonesia."

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2002 tentang Grasi: “Grasi adalah
pengampunan berupa perubahan, peringanan,
pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan
pidana kepada terpidana yang diberikan oleh
Presiden.”

Didalam Penjelasan Undang-undang
tersebut dikatakan, pemberian Grasi dapat
merubah, meringankan, mengurangi atau
menghapuskan kewajiban menjalani pidana
yang dijatuhkan pengadilan. Hal ini tidak berarti
menghilangkan kesalahan dan juga bukan
merupakan rehabilitasi terhadap pidana.”

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi,
"Terhadap putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum vyang tetap,
terpidana dapat mengajukan permohonan
Grasi kepada Presiden.” Berbeda dengan
ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Permohonan Grasi, menyebutkan: “Atas
hukuman-hukuman vyang dijatuhkan oleh
keputusan kehakiman, baik militer maupun
sipil, yang tidak dapat diubah lagi, orang yang

’Abdul Ghofar. Op.Cit., him. 104,

18Bagir Manan. Op.Cit., him. 161.

Blinat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22
tahun 2002 tentang Grasi.

2 ihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22
tahun 2002 tentang Grasi.
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dihukum atau pihak lain dapat mengajukan
permohonan Grasi kepada Presiden.”*!

Kedua Undang-Undang diatas yang lebih
mengutamakan putusan pengadilan yang telah
memperoleh keputusan yang tetap, tidak
demikian halnya yang di atur dalam Pasal 1
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948
tentang Permohonan Grasi. Dalam Peraturan
Pemerintah ini mengatakan bahwa
permohonan Grasi yang dapat diajukan kepada
Presiden adalah atas hukuman yang dijatuhkan
di semua lingkungan peradilan pada waktu itu
ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.*

Pengaturan kewenangan pemberian grasi
oleh Presiden kepada Terpidana, tidak luput
dari sistem pemerintahan dan aturan dasar
yang mengatur. Undang-Undang Dasar yang
menjadi dasar segala pengaturan Undang-
Undang (berdasarkan Hierarki Peraturan
Perundang-undangan) dan Sistem
Pemerintahan yang dipergunakan pada masa
itu.  Sehingga dapat dipertegas bahwa
kewenangan grasi merupakan kewenangan
konstitusional yang mengikat berdasarkan
sistem pemerintahan yang diterapkan dan
dapat dilaksanakan oleh Presiden berdasarkan
ketentuan undang-undang yang mengatur pada
masa jabatannya. Pembahasan yang pertama
ini akan menjelaskan bagaimana peraturan
grasi mengatur tentang prosedure permohonan
grasi dari Tahun 1945 hingga Tahun 2012 yang
didasarkan pada peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan
kedudukan vyang kuat kepada lembaga
kepresidenan/ lembaga eksekutif. Presiden
adalah penyelenggara Pemerintahan (pasal 4
ayat 1). Selain kekuasaan eksekutif, presiden
juga menjalankan kekuasaan membentuk
peraturan perundang-undangan (Pasal 5 dan
Pasal 22), kekuasaan yang berkaitan dengan
penegakan hukum (kewenangan yudikatif)
seperti memberi grasi, amnesti, abolisi dan
rehabilitasi (Pasal 14) dan lain sebagainya.

Menurut Stephen Leacock, sebagaimana
dikutip oleh Ismail Sunny, kekuasaan eksekutif
adalah kekuasaan mengenai pelaksanaan
undang-undang. Dengan kata lain bahwa

21Bagir Manan. Op.Cit., him. 167
2peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 tentang
Permohonan Grasi.
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eksekutif menyelenggarakan kemauan negara.
Dalam satu negara demokrasi, kemauan negara
itu dinyatakan melalui badan pembentuk
undang-undang.”® Dalam  hukum  publik,
wewenang berkaitan dengan kekuasaan.*
Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan
wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh
Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah
kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur
esensial dari suatu Negara dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan di samping
unsur-unsur lainnya, vyaitu: a) hukum; b)
kewenangan (wewenang); c) keadilan; d)
kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f)
kebajikan.25 Secara  vyuridis, pengertian
wewenang adalah kemampuan yang diberikan
oleh peraturan perundang-undangan untuk
menimbulkan akibat-akibat hukum.?® Di negara
Republik Indonesia, wewenang dan kekuasaan
Presiden selain di bidang eksekutif, terdapat
juga di bidang legislatif seperti membuat
undangundang, menetapkan Perpu dan lain-
lain, dibidang Yudikatif seperti memberi abolisi,
amnesti, grasi, rehabilitasi dan lain sebagainya.
Sedangkan wewenang dan kekuasaan Presiden
dalam bidang eksekutif dibagi dua jenis yaitu
selaku kepala negara dan selaku kepala
pemerintahan.”’

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 memberikan kedudukan
yang kuat kepada lembaga kepresidenan.
Kewenangan grasi tercantum dalam pasal 14
yaitu: Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi
dan rehabilitasi. Peraturan khusus yang
mengatur  tentang grasi pada masa
kemerdekaan antara lain PP Nomor 7 Tahun
1947  tentang Mengadakan Peraturan
Permohonan Grasi Yang Sesuai Dengan
Keadaan Sekarang; PP No. 18 Tahun 1947
Tentang Permohonan Grasi; PP No. 26 Tahun
1947 Tentang Permohonan Grasi; PP No. 3

2|smail Sunny. 1984. Pergeseran Kekuasaan Eksekutif.
Aksara Baru: Jakarta, him. 43.

24Philipus M. Hadjon. Tentang Wewenang, Makalah.
Universitas Airlangga: Surabaya, him.1.

SRusadi Kantaprawira. 1998. Hukum dan Kekuasaan.
Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, him. 37-38.
%®|ndroharto. 1994. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang
Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Citra Aditya
Bakti: Bandung, him. 65.

?|nu Kencana dan Azhari Syafiie. 2006. Sistem Politik
Indonesia. Refika Aditama: Bandung, him. 66-67.

Tahun 1948 Tentang Permohonan Grasi; PP No.
67 Tahun 1948 Tentang Permohonan Grasi.
Berdasarkan pada  beberapa  peraturan
pemerintah yang berlaku tersebut, diketahui
tidak terdapat banyak perbedaan. Pengaturan
mengenai ketentuan  tenggang  waktu
pengajuan grasi pada PP. Nomor 7 Tahun 1947
yang mengatur bahwa grasi diajukan dalam
tempo 14 hari terhitung diberitahukan kepada
terhukum. Sementara ke empat PP lainnya
yaitu PP Nomor 18 tahun 1947 ; PP Nomor 26
Tahun 1947; PP Nomor 3 Tahun 1948; dan PP
Nomor 67 Tahun 1948 yang mengatur bahwa
grasi diajukan dalam tempo 14 hari terhitung
sejak keputusan menjadi tetap.

Hal lain yang membedakan antara PP Nomor
7 Tahun 1947 dengan ke empat PP lainnya
adalah Hukuman tidak boleh dijalankan kecuali
hukuman telah dijalankan (baik pada hukuman
mati, tutupan, penjara dan hukuman
kurungan). Sementara dalam keempat PP
lainnya yaitu PP Nomor 18 tahun 1947 ; PP
Nomor 26 Tahun 1947; PP Nomor 3 Tahun
1948; dan PP Nomor 67 Tahun 1948 hukuman
tidak boleh dijalankan kecuali hukuman telah
dijalankan (baik pada hukuman mati, tutupan,
penjara, hukuman kurungan dan hukuman
kurungan pengganti atau yang sering disebut
dengan hukuman denda). Persamaan dari 5
(lima) peraturan PP di atas adalah instansi yang
terkait dalam pengajuan grasi. bahwa proses
permohonan grasi melalui 6 (enam) tahapan
pemberian berkas permohonan grasi dengan 5
(lima) tahapan pertimbangan dari Instansi.
Berkas  permohonan diberikan  Panitera
Pengadilan tingkat | ke Hakim Ketua Pengadilan
Tingkat I, yang kemudian pertimbangan dari
hakim ketua dilanjutkan pada Pertimbangan
Jaksa yang menuntut pada Tingkat |, kemudian
pertimbangan dilanjutkan di meja Mahkamah
agung dan (Kejaksaan Agung) apabila dianggap
perlu, kemudian dilanjutkan pertimbangan dari
Menteri Kehakiman dan terakhir keputusan
grasi yang berada di Presiden. Tenggang waktu
penyelesaian Grasi tidak diatur karena selain
harus melewati pertimbangan instansi terkait
dalam Pengajuan Grasi, permohonan grasi
sendiri juga tidak menjelaskan dalam ketentuan
Pasal PP tentang batas waktu Pertimbangan
Grasi.

Dalam perjalanan di masa penahanan
(penjara), seorang terpidana pasti merasakan
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penyesalan, memohon agar diampuni dan ingin
kembali  bermasyarakat. Hukum  kodrat
berhubungan dengan kodrat manusia. Kodrat
manusia itu hanya ada satu, yaitu kodrat
rasional, namun kodrat ini memiliki banyak
bagian atau aspek. Dalampenelitian ini dapat
dikatakan, Kodrat seorang Presiden adalah
rasional berpikir tentang keadilan terhadap
suatu problematik hukum. Dimana kemudian,
keadilan di akomodir dalam peraturan
perundang-undangan di Negara Indonesia yaitu
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan kemudian diatur
secara khusus dalam Undang-Undang Grasi.”®

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pemberian Grasi oleh Presiden
menimbulkan implikasi hukum terhadap
terpidana yang mengajukan permohonan
grasi. Keputusan vyang diambil oleh
Presiden, baik yang bersifat menolak
maupun  mengabulkan  permohonan
grasi, tidak akan memperberat pidana
yang diputus pengadilan. Terpidana yang
mendapatkan Grasi akan merasakan
kebebasan  karena  dapat  keluar
secepatnya dan bebas dari segala
kewajiban  menjalani pidana yang
dijatuhkan padanya. Implikasi hukum
yang paling berat yang diterima oleh
terpidana adalah grasinya ditolak oleh
Presiden, sehingga terpidana tepap harus
menjalani pidana sesuai dengan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap.

2. Dari proses alur permohonan grasi
tersebut, diketahui bahwa Presiden telah
diberikan kewenangan secara konstitusi
yang melekat selama masa jabatannya
dalam memberikan pengampunan yakni
grasi. Kewenangan grasi merupakan
suatu kewenangan tidak tak terbatas.
Adanya prosedure dalam pengajuan grasi
mengindikasikan bahwa seorang
presiden sekalipun memiliki
kewenangan, maka Presiden juga diawasi
dalam tindak  tanduknya dalam
menetapkan suatu aturan yang berkaitan
dengan hajat hidup orang.

%|nu Kencana dan Azhari Syafiie. Op.Cit., him 89
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B. Saran

1. Disarankan bahwa untuk memberi
jaminan adanya suatu kepastian,
terhadap perbuatan hukum dalam
masyarakat khususnya kepada
narapidana yang mengajukan
pernohonan Grasi terhadap Presiden
supaya mendapat pengampunan atau
pengurangan masa tahanannya sesuai
dengan Undang-Undang yang berlaku
dalam pengaturan.

2. Pemberian Grasi oleh Presiden kepada
terpidana perlu dibatasi, seperti yang
diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang
- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia bahwa, Presiden memberi
Grasi dan Rehabilitasi dengan
memperhatikan  pertimbangan  dari
Mahkamah Agung. Hal ini juga Berkaitan
dengan prinsip Checks and Balances serta
hubungan kewenangan antara Presiden
dan lembaga negara lainnya, mengenai
pemberian Grasi yang semula menjadi
hak prerogatif Presiden sebagai Kepala
Negara, dalam menggunakan
kewenangannya dengan memperhatikan
pertimbangan dari lembaga negara lain
yang memegang kekuasaan sesuai
dengan wewenangnya.
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